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Abstrak
 

Komponen dalam kerjasama yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum salah satunya adalah

pemberian kuasa, dalam pemberian kuasa ini dilaksanakan melalui proses hukum yang dapat melibatkan

peran Notaris untuk membuat akta kuasa secara autentik. Dalam hal ini, Penulis mengangkat dua

permasalahan yaitu: kesatu, bagaimana tanggung jawab Notaris yang membuat akta kuasa? Kedua,

bagaimanan dampak Akta Pencabutan Kuasa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor

22/Pdt.G/2015/PN Bna? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, jenis data yang

digunakan, Penulis menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan.

 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa selama Notaris menjalankan tugas dan jabatannya sesuai dengan

prosedur, maka dalam hal ini Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya karena Notaris bukan

pihak dalam Akta tersebut. Tetapi pencabutan kuasa ini harus dilakukan oleh para pihak atau melalui

pengadilan. Sedangkan, jika dalam kuasa tersebut belum ada pemenuhan prestasi, maka pada prinsipnya

kuasa tersebut dapat dicabut. Dampak dari pembuatan Akta Pencabutan Kuasa yang dibuat oleh Pemberi

Kuasa tanpa persetujuan Penerima Kuasa, dalam hal sudah ada prestasi yang dilakukan oleh Penerima

Kuasa, maka merupakan perbuatan melawan hukum. Sehingga, Pemberi Kuasa dapat dimintakan tanggung

jawab berupa ganti rugi.

<hr>The component in cooperation that has the potential to cause legal problems one of them is the granting

of Authority, in the granting of this Authority is carried out through legal process that may involve the role

of notary to create a deed of Authorization systemically. In this case, the Author raises two issues, namely,

first, how the responsibility of the notary in creating the law construction of Authorization Deed, second,

how the effect of the revocation of the Authorization Deed based on the Verdict of Banda Aceh District

Court Number 22/Pdt.G/2015/PN.Bna. The type of this research method is normative juridical research

method, the Author uses the type of secondary data which is obtained from literature study.

 

The results of this study convey that during this notary can not be asked a responsibility because notary is

not a party on the deed. but the revocation of the Authorization Deed must be done by the parties or through

the District court. Whereas, if on that Authorization Deed has no obligation compliance yet, so in the

principle, the Authorization Deed can be revoked. The effect of the revocation of the Authorization Deed

which is made by the grantor without the consent of the proxy in the event of an obligation compliance

which has been performed by the proxy, so that case means unlawful action. Therefore the grantor may be

liable for a compensation.
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